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KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.
Pelimpahan. Sebagian Urusan.
Dekonsentrasi

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

MELALUI DEKONSENTRASI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian
Perumahan Rakyat Melalui Dekonsentrasi Tahun 2012;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik
Indonesia Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5254);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja  Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);
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Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2012;

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DEKONSENTRASI TAHUN

2012.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada
gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur
sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di
daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat
SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi bidang
perumahan dan kawasan permukiman di provinsi.

Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.
Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian urusan pemerintah lingkup Kementerian
Perumahan Rakyat adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
tugas pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB Il
LINGKUP URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 3

Urusan pemerintah lingkup Kementerian meliputi:

a.
b.

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
perumahan rakyat;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan

penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah
dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari
permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan
prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang
di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.
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BAB Il1
PENYELENGGARAAN
Pasal 4

(1) Sebagian urusan pemerintah lingkup Kementerian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilimpahkan melalui dekonsentrasi.

(2) Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. sosialisasi kebijakan dan program bidang perumahan dan
kawasan permukiman; dan

b. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal koordinasi
dan penyiapan perencanaan pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman.

(3) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan dekonsentrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan dekonsentrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai dekonsentrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk pedoman pelaksanaan dekonsentrasi
bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2012 diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dilaksanakan oleh SKPD Provinsi berdasarkan penetapan dari gubernur.

Pasal 6

(1) Pendanaan dekonsentrasi diarahkan untuk  memantapkan
penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman.

(2) Pendanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan, dan
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan dekonsentrasi ditetapkan dalam Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja-KL), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun
Anggaran 2012.
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